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BUPATI KARIMUN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR   42   TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG 
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN KARIMUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 
 

Menimbang : a.   bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan 

kemudahan berusaha (ease of doing business) serta pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga 

perlu di sesuaikan kembali dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku guna menjamin iklim 

usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi 

kepentingan umum; 
 

b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan 

perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang 

Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu paten Karimun; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 

Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan 

Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun; 

 
Mengingat  : 1.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 

Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90); 

 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
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9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 210); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabu 
paten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1906); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
481); 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 
 

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan 

Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 

934); 
 

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan 

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
935); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2016 Nomor 7); 

 

16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 
Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang 
perubahan atas peraturan bupati karimun Nomor 36 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian 

Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun 
Tahun 2017 Nomor 53); 
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